TESIS

KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

PARUH WAKTU DALAM SISTEM
KEPEGAWAIAN

NOURISMI HAMADA
NIM. 2320215310142

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2025



KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PARUH WAKTU DALAM SISTEM
KEPEGAWAIAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
NOURISMI HAMADA
NIM. 2320215310142

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUMM
UNIVERSITAS LAMBUNG ANGKURAT
BANJARMASIN

2025



Judul Tesis : KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DALAM

SISTEM KEPEGAWAIAN
Nama : Nourismi Hamada
NIM ¢ 2320215310142
Disetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing

Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

Koordinator Program Magister Hukum
mbung Mangkurat

Pl P
Universitas Lambung Mangkurat _}},g!vefs:tg%"\, a

‘/ v £

Dr: Ahmad Syaufi, S.H., M.H. r. Achmad ¥aishal, S.H., M.HX
NIP, 19720208 199903 1 004 NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus: Tanggal Wisuda:



Tesis Ini

Telah Diperiksa dan Disetujui
TR R ——

Pembimbing

Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum

I

Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

iketahui Oleh
Fakultas Hukum
anibhung Mangkurat

ishal, S.H., M.H}
NIP. 19750615 200312 1 001




Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 14 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.



MOTO

Segala sesuatu yang kita mulai, harus kita selesaikan juga.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta ala, Tuhan semesta alam, atas kuasa serta
ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yang
ditujukan bagi seluruh tenaga honorer yang terdampak dengan adanya
kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nourismi Hamada
NIM : 2320215310142
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan
merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil
tulisan atau pikiran saya sendiri;

2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar
akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari
plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana

dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

SEPULUM RIBU RUPIAH

NIM 2320215310142
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RINGKASAN

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia,
khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara yang menegaskan larangan pengangkatan pegawai non-
ASN dan mengharuskan penyelesaian penataan tenaga honorer paling lambat
Desember 2024. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri
PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, namun
pengaturannya masih bersifat terbatas dan belum didukung oleh peraturan teknis
yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status, ketimpangan hak,
serta potensi kekaburan hukum dalam sistem ASN. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif untuk mengkaji secara komprehensif dasar hukum,
karakteristik, serta implikasi keberadaan PPPK Paruh Waktu, dengan tujuan untuk
merumuskan rekomendasi hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat
kepastian hukum serta mewujudkan keadilan dan profesionalitas dalam tata kelola
kepegawaian negara.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem
kepegawaian di Indonesia dan untuk Untuk mengetahui implikasi hukum
kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dalam hal ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitin ini. Tipe
penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai kekaburan hukum. Kekaburan
norma hukum yang dimaksud adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi
tidak memliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu
makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini bersifat
preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai kepastian dan
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum



mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dari sudut
kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan tersebut dipilah-pilah dengan terlebih dahulu
menganalisis hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan
dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi), sehingga diperoleh bahan-bahan
hukum yang sebenarnya untuk kemudian disusun sesuai dengan sistematikanya
yang akhirnya akan diketahui kedudukan dan implikasi hukum Pegawali
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.



HAMADA, NOURISMI. 2025. KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DALAM
SISTEM KEPEGAWAIAN. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Dr. Hj Erlina, S.H., M.H., 101 Halaman.

ABSTRAK
Kata Kunci : PPPK, PPPK Paruh Waktu, PNS dan ASN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian di Indonesia
dan untuk Untuk mengetahui implikasi hukum kedudukan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan bagian dari Aparatur
Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara, namun hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang
jelas dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek penting
seperti rekrutmen, jam kerja, hak atas jaminan sosial, jenjang karier, serta
mekanisme pengakhiran hubungan kerja belum diatur secara spesifik, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelemahan posisi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dibandingkan dengan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun Pegawali
Negeri Sipil (PNS) dalam sistem kepegawaian negara. Hasil penelitian yang
Kedua, Ketidakjelasan pengaturan terhadap Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem hukum kepegawaian,
khususnya ketiadaan norma yang mengatur status, hak, kewajiban, dan
mekanisme hubungan kerja, menimbulkan implikasi hukum yang serius berupa
ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak-hak dasar pegawali,
khususnya bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. Meskipun
keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara. Ketidakjelasan ini membuka celah terjadinya perlakuan
yang timpang dalam hubungan kerja, pengakhiran kontrak, hingga akses terhadap
hak-hak dasar pegawai, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsistensi sistem
administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melemahkan akuntabilitas dan
profesionalisme birokrasi.
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ABSTRACT

Keywords : PPPK, Part-Time PPPK, PNS and ASN

This study aims to determine the position of Government Employees with Part-
Time Work Agreements (PPPK) in the personnel system in Indonesia and to
determine the legal implications of the position of Government Employees with
Part-Time Work Agreements (PPPK).

From the results of this study it can be seen that: First, Government Employees
with Part-Time Work Agreements (PPPK) are part of the State Civil Apparatus
(ASN) based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, but
until now there are no clear and comprehensive regulations in the legislation.
Important aspects such as recruitment, working hours, rights to social security,
career levels, and mechanisms for terminating employment relationships have not
been specifically regulated, thus creating legal uncertainty and a weak position
for Government Employees with Part-Time Work Agreements (PPPK) compared
to Government Employees with Full-Time Work Agreements (PPPK) and Civil
Servants (PNS) in the state civil service system. The second research finding, the
unclear regulation of Part-Time Government Employees with Employment
Agreements (PPPK) in the civil service legal system, particularly the absence of
norms governing the status, rights, obligations, and mechanisms of employment
relations, has serious legal implications in the form of legal uncertainty and weak
protection of basic employee rights, especially when compared to Civil Servants
(PNS) and Full-Time Government Employees with Employment Agreements
(PPPK). Although their existence is recognized in Law Number 20 of 2023
concerning the State Civil Apparatus. This ambiguity opens up opportunities for
unequal treatment in employment relations, contract termination, and access to
basic employee rights, which ultimately can disrupt the consistency of the State
Civil Apparatus (ASN) administration system and weaken bureaucratic
accountability and professionalism.
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